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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dapat disimpulkan bahwa dengan 2 unit Sarana Kesehatan Puskesmas eksisting yang 

ada dikecamatan berdasarkan penduduksudah terpenuhi, Namun untuk berdasarkan 

Jangkauan Pelayanan 2 unit Sarana Kesehatan Puskesmas ini belum bisa melayani untuk 

satu Kecamatan Lengayang, Jadi butuh Penambahan Sarana Kesehatan Puskesmas 

Pembantu di Nagari Lakitan dengan melayani Nagari yang tidak terlayani Puskesmas 

eksisting seperti Nagari Lakitan dan Nagari Lakitan Tengah. 

5.2 Saran 

Untuk mengatasi ketimpangan jangkauan pelayanan kesehatan di Kecamatan 

Lengayang, disarankan agar pemerintah daerah menambah unit Puskesmas atau Puskesmas 

Pembantu di wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal, seperti Nagari Lakitan, 

Lakitan Selatan, dan Lakitan Tengah. Penambahan fasilitas ini penting untuk mendekatkan 

layanan kepada masyarakat yang selama ini berada di luar cakupan pelayanan dua 

Puskesmas eksisting. Prioritas penempatan bisa diarahkan pada wilayah dengan jumlah 

penduduk tinggi dan tingkat ketidakterlayanan besar, berdasarkan data distribusi penduduk 

dan kebutuhan layanan. 

Selain itu, evaluasi terhadap lokasi dua Puskesmas yang ada saat ini juga perlu 

dilakukan. Jika memungkinkan, reposisi atau pengembangan cakupan wilayah pelayanan 

dari fasilitas yang sudah ada dapat meningkatkan efisiensi. Penguatan infrastruktur jalan dan 

transportasi menuju lokasi Puskesmas menjadi penting agar masyarakat dari daerah 

terpencil dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat. Penerapan sistem zonasi 

dan rujukan antar wilayah juga dapat membantu menyebarkan beban pelayanan secara 

merata antar fasilitas kesehatan. 

Sebagai tambahan, optimalisasi pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi 

geografis (SIG) dan telemedisin akan sangat membantu dalam merencanakan penempatan 

fasilitas baru serta memberikan layanan di daerah sulit dijangkau. Pemerintah juga perlu 

meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses 

perencanaan dan pelaksanaan, agar pengembangan sarana kesehatan tidak hanya efektif, 

tetapi juga berkelanjutan dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
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